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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
- Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan UU No. 11 thn 1994,

Pada umumanya sistem pemungutan pajak atas kebendaan merupakan
pajak objeklif dengan penetapan pajak sendiri (Self Assessment). Dengan
demikian pemasyarakatan sistem penetapan pajak  sendiri  akan
memudahkan pemungutan pajak, begitu pula dalam pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai bukan memp;nkan sistem pemungutan pajak yang baru
melainkan sebagai pengganti dan pembaharuan terhadap UU PPN 1951.

PBila dibandingkan dengan jenis pajak objektif lainnya, penerapan
sistem penetapan sendiri Pajak Pertambahan Nilai nampak lebih mumi
karena Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal pengecualian terhadap wajib
pajak. Adepun mekanisme pemungutan PPN yang diatur dalam UU No. 11
thu 1994 dibedakan menjadi 2 kelompok yaifu :

a. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara umum yang diatur dalam
pasal 9 dan 13 UU PPN tahun 1984
i) Bagipengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena
pajak atau jasa kena pajak diwajibkan untuk membuat faktuy pajak
atas pajak terutang disebut dengan pajak keluaran.
2) Atas pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak
dari pengusaha kena pajak lain juga diharuskan membayar pajak

terutang yaitu pajak masukan.

Q2
et

Perhitungan akhir tahun antara pajak masukan dan pajak keluaran
menimbulkan selisih lebih besar pada pajak keluaran maka
kekurangan pajak tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal
15 bulan berikuinya. Sedangkan selisih lebih besar pada pajak
masukan dapat dilakuken kompensasi dengan utang pajak dalam
inasa paj&i‘ berikutnya atauw dilakukan restitusi yaitu kelebihan

pembayaran pajak masukan diminta kembali dalam bentuk uang.
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4) Pelaporan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada
kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah
berakhirnya masa pajak. .

b. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara Khusus sesuai pasal 16 A UU

PPN thn 1984

1) Pemungut Pajak Pestambahan Nilai adalah orang pribadi, badan atau
instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pem ungut,

2) Pengusaha kena pajak harus membuat faktur pejak atas penyerahan
barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut.

3) Pemungut pajak  dalam melakukan pembayaran  harga
jual/penggantian harus memungul pajak yang terutang dan
menyetorkan atas nama pengusaha kena pejak melalui surat setoran
pajak serta melaporkan kepada kantor pelayanan pajak setempat
kemudian S5P tersebut diserahkan kepada pengusaha kena pajak
yang bersangkutan.

- Gambaran umum pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

di Rumah Sakit PT, Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

Secara garis besar, pelaksanaan pemungutan PPN di Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X {Persero) Jember sama dengan mekanisme
pemunguian pajak di pengusaha kena pejak lainnya. Setiap kali melakukan
transaksi pesnyerahan barang kena pajak yang berupa obatobatan dan
perangkat kedokteran dan pengobatan ({farmasi) juga melakukan
pemungutan pemotongan dari hiarga jual atan penggantian sebesar 10 %
sesuai tarif PPN yang merupakan pajak masukan bagi Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusaniara X {Persero) Jember.

Begitu pula jika Rumah Sakit melakukan penyerahan barang kena
pajak ataupun jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak lzinnya ataupun
lembaga/instansi pemerintah  seris badan atan orang pribadi yang
mempunyai nomor pokok wajib pajak dan  aten nomor pengukuhan
pengusahia kena pajak juga melakukan pemungutan terhadap pajak vyaitu

pajak keluaraan.
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Pelaksanaan pemungutan ini dilakukan oleh Bendahara Tata Usaha
Rumah Sakit yang juga harus melaksanakan penyetoran dan pelaporan baik
kepada kantor pelayanan pajak Jember maupun pelaporan kepada kepala
Direksi PT. Perkebunan Nusantara X {Persero) yang berkedudukan di
Surabaya, karema Rumah Sakit PT. Perkebusan Nusantara X (Persero)
menggunakan nomor pengusaha kena pajak dengan kode area Surabaya.
Penyetoran jumlah pemotongan nilai transaksi (Pajak Pertambahan Nilai
masukan) kepada bank persepsi yang ditunjuk yaitu BNI dilakukan sebelum
tanggal 15 setelah akhir masa pajak pelaporannya sebelum tanggal 20 setelah
akhir masa pajak berupa laporan pajak masukan untuk setiap masa pajak
kepada kantor pelayanan Pajak Jember.

- Kewajiban yang dilakukan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero) Jember

Sebagai suatu badan yang taat pajak, pelaksanaan kewajiban
perpajakan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Perserc) Jember
telah sesuai dengan UU No 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan
UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umwm dan Tata Cara Perpajakan
serta. UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah dinbah dengan UU No. 11
tahun 1994 yaitu :

1. Melaporkan usaha untuk mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha
kena pajak (NPPKP) setiap pengusahs yang dikenakan PPN berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajekan, wajib melaporkan
usahanye nntuk diknknhkan sebagai pengusaha kKena pajak (PKF) dan
kepadanya diberikan nomer pengukuhan pengusaha kena pajak
(NPPKP). Untuk Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusaniara X (Fersero)
lember memiliki NPPKP 1.061.130.9.605, dikarenakan pendaftaran dan
pelaporan usaha dilakukan di kantor pusat Direksi PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Surabayva. Fungsinya NPPKP ini sebagai identilas
pengusahia kena pajak yang dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban
PPN /PPnBM, dengan syaral mencantumkan Foto kopi akte pendirian
perusahaan, folokopi KTP salah seorang pengurus dan folokopi Surat Jjin

Usaha atau Surat Keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.
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Kewajiban untuk melakukan pemungutan terthadap penyerahan barang

kena pajak berupa penyerahan obat-obatan dari rekanan pabrikan farmasi
yang didasarkan pada faktur pajak standart yang diterbitkan pabrikan
obat atas pembelian oleh Rumah Sa‘kit yang dilampiri dengan bukti kas
keluar. Pemungutan PPN hanya dilakukan atas transaksi yang jumlahnya
sama atan lebih besar dari Rp. 500.000, dan juga rekanan pabrikan farmasi
(PBF) yang melakukan transaksi kurang dari Rp. 500.000,- tetapi
menghendaki dilakukan pemungutan cleh pemungut Rumah Sakit
Nusantara X {Persero) jember,

Pembayaran vang dilakukan oleh pemungut atas PPN terutang dilakukan
selambal-lambalnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada kepala kantor
penyuluhan pajak Jember. Penyetoran ini disetor melalui Surat Setoran
Pajak dengan disertai faktur pajak standart dari seluruh transaksi,
Pelaporan pajak yang telah disetor dilakukan selambat-lambatnya tanggal
20 setelah masa pajak berakhir. Pelaporan juga dilakukan kepada Kepala
Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya melalui
rekapitulasi pembukuan dan pencatatan dalam laporan keuangan setiap
peripde,

Pelaksanaan pembukuan atas segala transaksi dan juga kejadian yang
terjadi pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember
baik yang ada kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penghasilan, maupun transaksi rawat inap, penjualan obatl yang terutang

PPN dan rawatjalan,

1.2. Perm asalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata, permasalahan

selalu fimbni sehingga penulis akan berusaha untuk memecahkan masalah

tersebut. Maka perumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah:

a4,

Sejaull mana pelaksanaan pemunguian Pajak Pertambahan Nilai di
Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dapat

berjalan dengan baik ?
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b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Jember?

1.3. Tujusn dan Kegunsen dari Pem bahasan M asalah ini
» Tujuan

Berdasatkan pengambilan judunl dan permasalahan yang berkaitan
dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X {Persero) Jember memiliki maksud dan tujuan
agar penulis dapat mengetahui lebih mendalam tentang pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh
di bangkn perkuliahan dan dalam praktek, Selain itu tujuan penulis untuk
menyampaikan sedikit dari pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh
selama kegiatan Prakiek Keitja Lapangan yang tertuang pada laporan ini
agar dapat dibaca dan menambah pengetahuan para pembaca tentang
mekapisme pemungutan PPN di Rumah §akit PT. Perkebunan Nusantara X

{Persero) Jember.

» Kegunaan
Kegunaan dari pembahasan masalah ini adalah penunlis dapat
memberikan solusi atau pemecahan masalah yang diangkat sebagai tema
laporan ini. Setidaknya penulis dapat memberikan saran serta pendapat
tentang pelaksanaan pemunguian PPN yang sudah baik agar dapat lebih

baik lagi serta adanya peningkatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kegiatan Prakiek Kerja Nyata didasarkan pada
sistemalika yang ringkas, jelas, padat dan mencakup seluruh aspek-aspek
yang hendak dijadikan tema penulisan laporan ink Adapun sistematika
penulisan sebagai berikut :
- Bab I Pendahuluan

Substansi pendahuluan merupakan bab pertama dari bagian utama
laporan. Pendahuluan berisi tentang (1) Latar Belakang ; (2) Rumusan
Masalah ; (3) Tujuan dan Keguneaan ; {4) Sistematika Penulisan. Dalam
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pendahuluan, latar belakang serta rumusan masalah merupakan aspek
antologis dari suatu penelitian karena berkaitan dengan informasi tentang
masalah topik yang dibahas dengan disertai alasan dasar serta bukti yang
diperlukan untuk penulisan rumusan masalah merupakan intisari daxi
berbagai hal dalam latar belakang. Rumusan masalah dinyatakan dalam
xalimat tanya yang dirangkum menjadi satu permasalahan sedangkan tujuan
dan kegunaan agar penulisan laporan ini dapat menambah wawasan
pembace pada wmumnya maupun bagi penulis pada khususnya yang
merupakan aspek aksiologi.

- Bab IL Kerangka Pemikiran.

Terdiri atas dasar hukum yang digunakan uniuk melakukan
penelitian dan penulisan laporan. Selain itu juga menyajikan pengertian-
pengertian yang sesuai dengan topik penulisan laporan, menyajikan
penjelasan atas ruang lingkup pemikiran penulis sehingga merupakan

batasan bagi tema yang dipilih oleh penulis.

- Bab IIL Metode Penelitian.

Membahas tentang cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam
pengumpuian data, maupun dalam mengumpulkan sumber data, apakah
penulis menggunakan data sekunder atau data primer, apakah penulis
menggunakan metode penelitian studi lapangan, observasi maupusn
wawancara, Dengan mengetahui metode penelitian maka dapat diketahui

keakuratan data yang disajikan oleh penulis.

- Bab IV.Pembahasan

Pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan melalui penyajian
data, analisa data, faktor-faktor penyebab serta adanya kekurangan-
kekurangan yang harus dibenahi serta pemecahan permasalahan atau solusi

dari penulis akan adenya permasalahan yang dikemukakan

- Bab V.Penutup.

Berisi kesimpulan dari berbagai pembahasan masalah serta
perumusan saran-saran dari penulis untuk menyimpulkan pemecahan
masalah yang terjadi, juga harapan penulis agar penulisan laporan dapat

bermanifaat bagi pembaca.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1. Dasar Hukum

BAB Il

KERANGKA PEMIKIRAN

A. UU NO. 6 Tahun 1963 tentang keten{uan umum dan taia cara perpajakan

sebagaimana telah diubah dengan UUNO 9 Tabun 1994 pasal 2 ayat (1)

dan (2)
# Pasal? ayat{(1)

+ Pasal? ayat(2)

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada
kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atan fempat
kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setiap pengusaha yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada
kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan
usaha dilakokan untuk dikuknhkan menjadi
pengusaha kena pajak den kepadanya diberikan
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

B. UU NO 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah

dengan UU No 11 tahun 1994

+ Pasall huruf 1

# Pasaii hurat t

Pembeli adalah orang pribadi atau badan atau
instansi pemerintah yang menerima atan
seharusnya menerima penyerahan barang kena
pajek dan yang membayar atau seharusnya
membayar harga barang kena pajak tersebut,

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh pengusaha kema pajak karema

penyerahan barang kena pajak atau penyerahan
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¢ Pasal1 hurut u

¢ Pasall huruf x

# Pasal7 ayat 1

+ Pasal 9 avat 1

+ Pasal 9 ayat 2

¢ Pasal 9 ayat 3

¢ Pasalliayat |

jasa kena pajak atau oleh Direktorat Jendral Bea
dan Cukai karena impor barang kena pajak.
Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai
yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena
perolehan barang kena pajak danjatau
penerimaan jasa  kena  pajak  dan/atau
pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud
dari luar daerah pabean dan jatau pemaniaatan
jasa kena pajak dari Inar daerah pabean dan/atan
impor barang kena pajak.

pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang
pribadi, badan, atau instansi pemeriniah yang
ditunjuk  oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang oleh pengusaha kenma pajak atas
penyerahan barang kema pajak dan/atau
penterahan jasa kena pajak kepada orang pribadi,
badan atau instansi pemerintah tersebut.

Tarit Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 %
{sepuluh persen).

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung
dengan mengalikan tarif sebagaimana dalam
pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Masukan dalam sualu masa pajak dapat
dikreditkan dengan pajak kelnaran untuk masa
pajak yang saima.

Apabila dalam suata masa pajak, pajak keluaran
lebih besar dari pada pajak masukan, maka
selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai
yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak.
Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan
barang kena pajak atau pada saat penyerahan

jasa kena pajek atau pada saal impor barang kena
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pajak atan pada saat lein yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
+ Pasal 13 ayat 1 : Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur
pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a
atan huruf { dan untuk sedap penyerahan jasa
kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasald
huruf c
C. Petunjuk Pelaksanaan tentang Faktur Pajak :
- SE-02/P].52/ 1995 tanggal 26 Januari 1995
- SE-01/P].9/1995 tanggal 22 Pabraari 1995
- SE-40/P].53/1996 tanggal 3 Oktober 1996
D. Petunjuk pelaksanaan tentang saat dan tempat pajak terutang:
- SE-02/P].3/1985 tanggal 25 Jannari 1985 (Seri PPN - 23)
- SE-20/P}J.3/1985 tanggal 1 Maret 1985 (Seri PPN - 36)
E. Petunjuk pelaksanaan tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
- SE-46/PJ.3/1988 tanggal 28 Desember 1988 (Seri PPN - 133)
- SE-20/P].3/1989 tanggal 19 Mei 1989 (Seri PPN - 141)
- SE-22/P].3/1989 tanggal 20 Mei 1989 (Seri PPN - 143)

2.2. Pengerlian
A. Kewajiban melaporkan/mendattarkan diri

Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak menurut UU PPN
tahun 1984 disebui wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, sesuai
dengan pasal 3 ayat (1) yang menyafakan PKP wajib meiaparkan usahanya
kepada Direkloral Jendral Pajak di tempat PKP bertempat tinggal atau
berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaka kenma pajak dalam

jangka waktn yang ditentnkan dengan peraturan pemerintah.

B. Surat Keputusan Pengukuhan

Atas pelaporan usahanya oleh pengusaha, UU PPN 1984 mewajibkan
Direktorat Jendral Pajak untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan,
Menurut penjelasan UU PPN 1984 Surat keputusan pemgukuhan bukan

merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutangnya pajak tetapi
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hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi aparatur
perpajakan, sebab saat pajak terutang ditentukan cleh adanya objek yang
dikenakan pajak. .

Penerapan UU PPN 1984 yang menyatakan baliwa Surat Kepuiusan
Pengukuhan merupakan dasar uniuk menentukan mulei saat terutangnya
pajak menunjukkan bahwa Keputusan Pengukuhan oleh PP No 22 tahun
1985 ditetapkan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal diterimanya

formulir Surat Permohonan Pengukuhan.

C. Mekanisme Pemungutan

| Pzjak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung memiliki
sifat-sifat yaitu beban pajaknya dapat limpahkan kepada pihak lain, sehingga
meskipun PKP yang bertanggung jawab atas pemennhan kewajiban
perpajakan, namun beban pajak itu dapat dilimpahkan kepada
pembeli/ penerima jasa, pemungufannya tidak periodik, melainkan setiap
ada penyerahan barang terutang pajak, meskipun pemenuhan kewajiban
pajak oleh PKP, menggunakan masa pajak setiap bulan. Maka kewajiban
sebagai pengusaha kena pajak adalah :

1. Menghitung dan memungut PPN dari pembeli/penerima jasa seliap
melakukan penjualan BKP/JKP.

2. Mengisi Surat Pemberitahuan Masa (SPT. Masa) setap akhir bulan,
menyetorkannya uang hesil pemungutan PPN ke kas negara serta
melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan menyampaikan tindasan
SPT. masa.

3. Menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan

Setisap PKP melakukan penyerahan barang/jasa wajib menghitung
PPN yang terutang dengan memperhatikan pajak masukan melalui faktur
pajak, Sewakin manghitung dan memnungut PPN, PKP wajib membuat faktur
pajak. Setiap akhir bulan, PKP melakukan penghitungan peajak dengan masa
pajak sebulan kemudian menyetorkan ke kas negara serta melaporkan
ke kantor pelayanan pajak dengan memasukkan tindasan Surat
Pemberitahuan Masa. Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukii setoran

Pajak terutang atas penyetoran pajak PKP.
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D, Faktur Pajak

Adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena
pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan
Jasa Kena Pajak (jKP) atau oleh Ditjen Bea Cukai karena Impor BKP.
Macam-macam fakiur pajak:
» Faktur Pajek Standart

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah
ditetapkan ofeh peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 13 ayat (5)
UU PPN 1984 telah ditetapkan bahwa fakiur pajak standar memuat
keterangan fentang penyexahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang
meliputi:

a, Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Nomor dan tanggal
pengukuhan pengusahia kena pajak yang menyerahkan barang kena
pajak atau jasa kena pajak.

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena
pajak atau penerima jasa kena pajak.

¢, Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau
penggantian dan potongan harga,

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

e. Pajak panjualan atas barang mewsh yang dipungut

i, Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran

0Q

Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangai faktur
pajak
» Faktur Pajak Gabungan

Adalah faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi

dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama berdasar pasal 13 ayat (2)
UU PPN 1984,

» Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak yang dibnat sebagai bukti pemungutan pajak atas
penyershan kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau
kepada pembeli/ penerimajasa yang tidak menunjukkan identitasnya dengan

lengkap.
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F. Kewajiban Pencatatan/Pembukuan
Pasal 6 ayat (1), UU PPN 1984, mewajibkan PKP untuk mencatat
semua jumlah harga perolehan dan pen}‘ferahan BKP/JKP dalam pembukuan
perusahaan, Pada catatan dalam pembukuan harus mencantumkan jumlah
harga perolehan dan penverahan barang atau jasa:
- Terutang pajak
- Tidak terutang
- Dikenakan tarit 10 %
- Dibebaskan dari pengenaan pajak
Dikenakan PPN BM
Disamping itw harus diperhatikan tentang kewajiban dan
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitn
{. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan

[

menggunakan hurnf latin, angka Arab, satnan mata uang rpieh dan
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang difjinkan
oleh Menteri Keuangan.

3. Pembukuan atzu pencatatan dalam dokumen yeng berhubungan dengan

kegiatan usaha wajib pajak.

G. Surat Pemberitahuan (SPT. Masa Form 1195 A1, B1, B4)

Surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang
disampaikan oleh PKP setelah diisi dan dibayar pajakaya. Isinya mengenai
penghitungan PKP tentang :

1, Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP/JKP

2. Pajak keluaran berdasarkan realisasi BKP /JKP
3. Penyetoran pajak atau kompensasi
4. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan

Kewasjiban penyampaian SPT. masa PPN dilakukan kepada kantor
Pelayanan Pajak dimana PKP dikukuhkan dengan dibuat bentuk KP PPN 3A
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disediakan oleh kantor pelayanan pajak secara cuma-cuma dibuat rangkap 2
diperuntukkan :
1. Lembar pertama untuk kantor pelayanan pajak
2. Lembar kedua uniuk arsip PKP

Setelah SPT. masa disampaikan kepada kantor pelayanan pajak, PKP
meneiima lembar kedua dari SPT. masa tersebut setelah dibububi tanggal,

tanda tangan , nama jelas serta NIP dari petugas pajak yang bersangkutan

F. PPN masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas objek kena pajak yaitu
penyerahan BPK/JKP yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan dan
dipungut oleh pihak yang telah ditunjuk sebagai pemungut adalah PPN
masukan yang dapat dikreditkan, Contoh PPN masukan atas pembelian
obat-obatan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Pesero) Jomber,
pembelian alat-alat tulis dan komputer dan pembelian peralatan kantor.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas bukan objek atau merupakan
objek pajak tetapi pajak ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari
pengenaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai masukan yang tidak dapat
dikreditkan contoh : pembelian atas alat-alat-k'e&g&t.efm‘t.
G. Pelaporan Pajak Terutang ! %‘ ? ”’ PERPUSTAKAAN |}

SPT. masa PPN wajib disampaikan ke kanto’r -évelayanan pajak /
ditempat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP atau melalui kautor
penyululian pajak selambat-lambatnya pada tanggal 20 setelah akhir masa
pajak dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur SPT, masa PPN harus
disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT. masa PPN harus disampaikan delam keadaan lengkap yaitu
sesudah dibububitandatangan dan nama jelas baik pada SPT. induk maupun

pada setiap lampiran yang telah dibukukan. Apabila ketentuan ini tidak
dipenuhi maka PKP dianggap tidak pernah memasukkan SPT.
H. PKP Rekanan,

Adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang

kena pajak atau jasa kena pajak. Pengusaha yang tidak memiliki NPWP atau

bukan PKP fetapi penyerahannya dilakukan berdasarkan kontrak rekanan.
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[. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
» Instansi Pemerintah :- Kantor perbendaharaan Negara
- Bendaharawan Pemerintah pusat dan daerah
» BDadan-badan tertentu : - Pertamina
- Kontraktor konirak bagi hasil dan kentrak
dibidang pertambangan.
- BUMN dan BUMD
- Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan

Daerah.

2.3. Pendakatan Teorilis

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X {(Persero) Jember sudah sesuai dengan
aturan/kaidah yang berlakn dalam UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 1%%4,

Rumah Sakit bertindak selaku wajib pungut (WAPU) memiliki NPWP
vang sama dengan NPPKPnya dikukuhkan sebagai bagian dari
PT. Perkebunan Nusantara X {Persero) Surabaya {kantor cabang) sehingga
memiliki NPWDP berkode area KPP Surabaya. Kewajiban seleku wajib pungut
adalah melaporken usahanya, menghitung, memungut, melaporkan dan
menyetorkan pajak terutang. Rumah Sakit melakukan pembelian barang
kena pajak atau menerima penyerahan kena pajak yang dilakukan melalui
surat order perminiaan barang dikenakan pajak masukan yang dicaniumkan
dalam faktur pajak yang dikeluarkan pedagang besar farmasi. Faktur pejak
merupakan bukli pemungulan pajak yang dipungut, disetor dan dilaporkan
kepada kantor pelayanan pajak dan kantor Direksi.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % dikenakan atas
pembayaran febih dari Rp, 500,000 (termasuk PPN /PPnBM) dan penyerahan
kurang dari Rp. 500.000, tetapi oleh pengusaha kema pajak yang
menghendaki untuk dipungu! PPN oleh Rumah Sakit sebagai pemungut
PPN. Pajak masukan yang dipungut harus disetorkan kepada kantor Kas

Negara/Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan
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berikutaya, dan wajib dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak Jember
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan pajak melalui surat
setoran pajak yang diperuntukkan :

- Lembar 1 untuk arsip wajid paja;k

- Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN

- Lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

- Lembar 4 untuk Bank Persepsi/kantor Pos dan Giro

- Lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Rumah Sakit
dilakukan melalui kantor Perbemdaharaan Kas/Negara maupun Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Selain itw setiap transaksi baik
pembelian maupun penjualan barang kena pajak yang terutang PPN harus di
bukukan, Kewajiban melaksanakan pembuknan dan pencatatan ini harus
dilakukan untuk memudahkan penghitungan akhir periode atau akhir masa.
Rekening Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam perkiraan hutang lancar
yang herus dilunasi dalam jangka wakiu 1 tahun, Sedangkan perkiraan
bandingannya adalah bukti kas masuk.

Pelaporan pajak bulan yang disampaikan melalni SPT. masa Form
1195, Al yang merupakan lampiran pajak keluaran dan PPN BM, Form 1195
Bl lampiran pajak masukan - I daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan
serta formulir 1195 B4 lampiran pajak masukan - IV daftar pajak masukan
yang tidak dapat dikreditkan yang dilaporkan kepada bagian pajak Kantor
Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

Pajak Pertambahan Nilai masukan yang dapat dikreditkan adalah
pajak vang dikenakan atas penverahan barang kena pajak berupa obat
obatan, vilamin, peralafan kantor, perlengkapan kantor dan lsin-lain yang
dilakukan oleh pengusaha kena pajek. Sedangkan pajak masukan yang tidak
dapat dikreditkan adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena
pajak vang dibebaskan pajak atau pajak ditanggung oleh pemerintah seperti
alat-alat medis/ kedokieran.

Pemungutan PPN harus berdasarkan atas faktur pajak standar tetapi
selaku pemungut, Rumah Sakit juga tetap mengenakan petongan pajak atas

faktur pajak sederhana berupa kuitansi sebagai alat pembayaran bagi
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yekanan atau penjual yang Hdak memiliki NPWP atau NPPKP. Jadi setiap
transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak terutang PPN.
Pelaksanaan kegiatan perpgjakan khususnya dibidang PPN pade
Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusaniara X (Persero) Jember tidak dilakukan
oleh saiu orang tertemtu saja melainkan terdapat pembagian kerja yaitu ada
yang bertugas menghitung dan mengkoreksi fakiur pajak yang masuk, ada
yang membukuksn, dan ada pula yang melaporkan serta menyetorkan
karena, satu crang harns mampu mengerjakan beberapa tugas lain selain
perpajakan. Setiap tga bulan sekali, dilakukan evaluasi kerja atas
pembukuan, pemungutan, pelaporan pajak serta tugas-tugas igin dibidang
perpajakan lerhadap selurul kanter cabang yang ada di PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero).
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BAB 1l
METODE PENELITIAN

3.1. Tahap Persiapan
Pelaksanaan penelitian dilakukan pada saat penulis melakukan

kegialan Praklek Kerja Nysta yaitu penelitian terhadap pelaksanaan
pemungutan Pajak Pertambahen Nilai di Rumah Sekit PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero} jember, Persiapan yang dilakukan oleh penulis dalam
melakukan penelitian adalah :
¥ Menentukan temnpat dan wakiu penelitian

Tempst peneliian adalah Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusanfara X

{(Persero) Jember bagian tata usaha dan administrasi keuangan umum.

Penelitian di laksanakan pada saat praktek magang yang dimulai pada
tanggal 1 Tanuari 2000 s/d 5 Februari 2000,

v

Persiapan wawancara

Wawancara yang dilakukan secara tertbuka dan terkesan santai,
memerlukan persiapan yaitu penulis/pewawancara membuat daftar
pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan
menentukan wakiu wawacara serta menciptakan suasana wawancara
yang kondusif.

» Penyusunan data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dipadukan dengan
berbagai sumber literatur dan elentuan perundang-undangan yang
berlaku sehingga data tersebut merupakan data yang dapat

dipertanggung jawabkan,

J.2. Mctode Pengum pulan Data

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis
adalal melalui wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara
bertanya ke responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan
komunikasi yang meunghasilkan hasil wawancara yang ditentukan oleh
beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yaitu

pewawancara, tesponden, topik peneliian dan situasi wawancara.
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Responden dalam hal ini adalah para karyawan tata usaha di Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X {Persero) Jember yang mempunyai tugas yang
berkaitan dengan masalah perpajakan.

Pada saat penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu penulis
menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang
hendak dibahas. Setelah itu melalui wawancara bebas dan terbuka antara
pewawancara dan responden, dapat dihasilkan wawancara yang menjadi
dasar pengumpulan date-data tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
secara  menyeluruh. Tanggapan responden terhadap pertanyaan
pewawancara/penulis sangat baik sehinggs penulis tidak kesulitan dalam
memperoleh data yang diperlukan, Responden bahkan bersedia memberikan
contoh kasus pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada pewawancara.
Sehingga penuniis lebilh memahami pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
dalam prakiek. maupun teori.

Selain ifu penulis juga menggunakan metode studi kepustakaan dari
berbagai literatur yang mendukung penulisan laporan Praktek Kerja Nyata
ini. Sehingga data yang diperoleh penulis merupakan data primer yaitu data
yang diperoleh meiaini penelitian dan pengamatan secara langsung, dan data
sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui literatur, atau penelitian
orang lain yang sudah dibukukan. Berbagai literatur yang berkaitan dengan
Pajak Perlambahan Nilsi digunakan oleh penulis untuk memperdalam
pengetahuan penulis serta membantu penyelesaian laporan.

Metode penelifian lain yang juga digunakan adalah observasi atan
studi lapangan. Penulis melakukan pengamatan, penelitian secara langsung
terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, pelaporan, perhitungan
maupun penyetoran. Penulis juga diikutsertakan dalam berbagai kegiatan
diatas schingga melalui observasi penulis dapat mempercleh data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atas penelitian dan penulisan yang

dilakukan.
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3.3.Sumber Data

Data yang diperoleh adalah dari kegiatan penelitian dan pengamatan
yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Nyata, baik data primer mapun data
sekunder, Penulis mendapat fakia-fakia yang ada dalam Rumah Sakit
mengenai tata cara pemungutan secara langsung dan pada saat penulis
mengalammi kesulitan dalam pemeahaman lentang pemunguian pajak
pertambahan nilai, maks penulis meminta penjelasan kepada pihak-pihak
yang berkaitan dengan masalah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
Penulis juga sering kali mengadakan diskusi dengan para karyawan tata
usaha uniuk mendapatkan date-dats yang diperiukan.

Hasil wawancara dan diskusi diolah sedemikian rupa menjadi satu
bab penulisan yaitu pembahasan serts pemecahan masalah, Data-data yang
diasilkan dari wawancara juga didukung sumber pengetahuan yang lain
vattu dati buku pajak pertambahan nilai, dari Undang-Undang PPN tahun
1994 dan surat edaren yang berlaku. Pengumpulan data dan perumusannya
hingga menjadi sualu tulisan memeriukan banyak sumber data, oleh karena
itu penulis juga memanfaatkan perpustakaan,

Hal-hal lain diluar teori dalam buku banyak dipercieh penulis melaini
prakiek secara langsung, sehingga penulis dapat membandingkan kenyataan
yang ada di Rumah Sakit tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
dengan teori yang dipelajari dalam literatur.

Sumber dats juga diperoieh dari pedoman/petunjuk pelzksanasn
perpajakan yang berlaku di PT. Terkebunan Nusantara X (Persero), serta
peraturan pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu penulisan karya ilmiah ini
mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahan dan sumber data merupakan
wraian ftentang assl diperolehnya data penilaian. Misalnya data tentang

fakiur pajak berbeda cara penentuan pajak terutangnya merupakan

e . . 0 oo
siaharkan dzlam openislagan secars iorpermol soinng
SR, 85 e S LT o hes T ! iEer e —F - e - o o

merupakan sumber data.
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3.4. Analisa dan Penarikan Kesim pulan Data

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh penulis, maka data
tersebut memerilukan penganalisaan secara normatit berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlakn, ba‘hwa pelaksanaan pemungutan pajak
pertambahan nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jember telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaporan
dan penyetoran pajak juga senantiasa dilaksanakan tepat waktu. Pengawasan
pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh
Kantor Direksi {secara intern perusahaan) dan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan secara ekstern.

Jadi pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahen Nilai di Rumah
Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember telah dilakukan dengan
baik dan oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi agar kewajiban pelaksanaan
perpajakan dapat diselenggarakan secara penuh dan berhasil guna

menyumbang penerimaan negara disekfor pajak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Sejarah Singkat

Sejarah Rumah Sakit Perkebunan tidak terlepas dari sejarah berdirinya
Perusahaan Perkebunan Belanda LMOD (Landboun Maatschappij Ond
Djember) sebelum dinasionalisasi pada tahun 1956 merupakan asal dari PEP
XXV, PTP XXIV dan PTP XXIII di Kabupaten Jember.

Masyarakat Jember dahulu mengenal dengan nama Jember Kiinik, asal
dari bahasa Belanda DJEMBERSCHE KLINIK. Seielah masa nasionalisasi
Rumah Sakit Jember Klinik menjadi bagian dari dsri PPN baru Pro Unit
Tembakan dan setelah PPN mengalami beberapa kali reorganisasi dari tahun
1957 hingga sekarang menjadi salah satu Unit Kesehatan PT Perkebunan
Nusantara X dengan nama Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik).

PERKEMBANGAN SEIANJUTNYA

Rumah Sakit Perkebunan terletak dijantung kota, Jalan Dedadung
2 sebelah Timur Alun-alun kota Jember. Sejak nasionalisasi hingga sekarang,
Rumah Sakit Perkebunen telah mengalami perkembangan, yang tadinya
dikhususkan untuk melayani pengobatan dan perawatan kesehatan bagi
karyawan perkebunan {intern) dan keluarganya sekarang juga melayani
masyarakat umum sebagai fungsi sosial

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan preventif, kuratif dan

sehabilitatii.

Seiring dengan perkembangan jaman yang maju pesat, maks Rumsh
Sakit Perkebunan harus bisa menyesuaikan perkembangan tersebut. Dengan
dicanangkannya sistim kesehatan mnasional dalam pembangunan Bangsa
Indonesia serta sejalan dengan Restrukturisasi BUMN, maka Rumah Sakit
Perkebunan yang berada dilingkungan Pertanian berubah dibawah
Departemen Pendayagunaan BUMN. Sehingga Rumah Sakit Perkebunan

semuls sebagai unit penunjang, dinbah fungsinya sebagai unit produksi yang

dituntut untuk menghasitkan keuntungan (PROFIT ORIENTED).
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Untuk menghadapi era globalisasi dan meningkatkan kerja kinerja
perusahiaan, maka pada tanggal 10 Desember 1996 Direksi PTP Nusantara X
telah mencanangkan program Transiormasi Bisnis, dengan demikian status
unit produksi dilingkungan PTPN X niengalami perubahan menjadi Unit
Usaha Strategi{UUS) yaitu:

Kelompok UUS Gula
Kelompok UUS Tembakau
Kelompok UUS Rumah Sakit
Kelompok UUS lain

gl e e

e

Sehubungan demgan program Transtormasi Bisnis, maka RSP
diharapkan menjadi suatu Unit Usaha yang mandiri dan laba sesuai dengan
Visi PTPN X, yaitu : MENJADI SALAH SATU PERUSAHAAN KLAS
DUNIA, dengan misi Rumah Sakit : MEMBERIKAN LAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERBAIK UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN  KESEJAHTERAAN
MANUSIA.

4.2 Struktur Organisasi
1. Merupakan Unit Usaha Strategi Rumah Sakit yang langsung
bertanggung jawab kepada Direksi

I~

Kepala Rumah Sakit Perkebunan dibantu oleh Staf dan 3 Kepala
Bagian, antara lain :

> Kepala Bagian Administrasi

» Kepala Bagian Medik dan Perawatan

» Kepala Bagian Penunjang Medik

3. Untuk meningkatkan cakupan konsumen/pasien direncanakan

tambahan Pemasaran Rumah Sakit Perkebunan.
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4.3 Penyajian Data

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Rumah Sakit PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Jember terhadap Pabrikan Besar Farmasi atau PBF atas
pembelian obat-obatan maupun péralatan medis dapat dilakukan
berdasarkan transaksi pembelian sesuai dengan faktur pajak. Dari harga beli
yang tercantum dalam kuitansi atau faktur pejak standart pabrikan obatjuga
telah menentukan berapa besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
sehingga secara langsung dapat diketahui besarnya pajak tanpa Rumah Sakit
menghitungnya {(besar pajak telah tercantum dalam faktur pajak standar
yang diterbitkan oleh rekanan)

Contoh : Dalam faktur psjak standar dari penjualan oleh PT. Tempo

kepada Rumah Sakit PT, Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jember diketahui harga jual sebesar Rp. xxx, maka dari
harga jual tersebut langsung dikenakan oleh PPN 10% dari
Rp. xxx,- penghitungan i adalah PPN = 10% X DPP
Dasar Pengenaan Pajak dipercleh dari harga jual dikurangi
potongan harga dan uang muka yang telah diterima.

Pemungutan PPN dari pembelian merupakan pajak masukan bagi
pemungut Rumah Gakit PT. Perkebunan Nusantara X {(Persero) Jember
sehingga dalam pelaporan kepada kantor pelayanan pajak hanya jumlah
pajak masukan atas pembelian tersebut disertai dengan lampiran fakiur pajak
standar yang diterbitkan pabrikan besar farmasi serta surat setoran pajak
yang dikeluarkan oleh pemungut dan surat pelaporan pajak masukan yang
telah dipungut.

Sedangkan atas pajak keluaran dari transaksi penjualan yang
dilakukan oleh Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember
tidak berhak mengeluarkan faktur pajak standar atas transaksi penjualan
tersebut karena Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember
sebagai satu unit dari PT. Perkebunan Nusantara X {(Persero) Surabaya
menggunakan NPPKFP yang sama dengan Direksi Surabaya sehingga tidak
dapat menerbitkan fakiur pajak.
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1.4 Analisa Data

Objek pemungutan PPN pada Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara
X (Persero) Jember adalah atas penyerahan barang kena pajak. Menurut UU
No.$ tahun 1984 pasca revisi pengerliau. Barang Kena Pajak adalah ” Barang
berwujud yang menurut sifat atan hukumnya dapat berupa barang bergerak
atau barang tidek bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan
pajak berdasar Undang-undang ini “ Jadi setiap pembelian obat-obatan dan
penjualan obat-obatan merupakan objek pemungutan PPN. Mekanisme
pemungutan PPN oleh Rumah Sakit PT, Perkebunan Nusantara X {Persero)
Jember cukup memudahkan bagi pengurus / petugas pemungut karena
dengan adanya faktur pejak standar yang diterbitkan oleh pabrikan obat
telah terhitung besarnya PPN sehingga petugas pemungut hanya membuat
SSP dan bukti memorial atas pemungutan PPN pada Kepala Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dan laporan pajak bulanan
kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Surabaya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai juga dilakukan,
yaitu oleh Badan Pemeriksa Kenangan dan pembangunan atau dari kantor
perbendaharaan dan Kas Negara. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pasal
6 dan pasal 9 Keputusan Menteri Kenangan Nomor 1287 / KMK04 / 1988
tgl 23 Desember 1988 bagi Bendaharawan selaku pemungut PPN.

Menurut penelitian dan pengamaian penulis tentang administrasi
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Rumah Sakit PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) Jember berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan
perundang undangan UU No. 11 tahun 1994 tentang pemungutan PPN
masukan serta pelaporan dan penyetoranmya selalu dilaksanakan tepat
waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi kepada bank

persepsiyang ditunjuk.

4.5 Fakia-fakta yang ada dalam Perusahaan
Gecara umum pelaksanaan pemungulan pajak, pelaporan dan

penyetoran pajak berjalan dengan baik terbukti bahwa pihak Rumah Sakit
tidak pernah dikenai sanksi. Tetapi dikarenakan sebagai pemungut, Rumah

Gakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menggunakan NPPKP
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dari kantor pusat, maka Rumah Sakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jember sebagai unit atau kantor cabang tidak berhak mengeluarkan taktur
pajak. Jadi yang berhak mengeluarkan faktur pajak adalah kantor Direksi
Surabaya untuk setiap transaksi penyern.han barang kena pajak dari Rumah
Sakit kepada wajib pajak lainnya. Sehingga Rumah Sakit tidak berhak untuk
memungut pajak keluaran serta dalam hal pelaporan PPN, Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tidak melaporkan pajak
keluaran kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember melainkan hanya
dilaporkan kepada Direksi Surabaya. Pelaporan pajak kepada Kantor Direksi
Surabaya menggunakan Daftar Pajak Bulanan yang harus dilaporkan
sebelum tanggal 7 setelah akhir masa pajak. Sedangkan Kantor Direksi
memberikan rekening koran untuk dibukukan oleh tiap kantor unit.

Tata cara pengisian formulir pelaporan PPN ke kantor Direksi
Surabaya adalah sebagaiberikut:
1. Model File Lap / Lotus 123 R

1. PPN Keluaran ( Formaulir 1195 - A1);

PPN provenue gula, mutu, karung, tetes atau penjualan tembakau lokal

diisi sejumlah faktur pajak ( FP ) yang dibuat oleh PG/Kebun/Rumah

Sakit/PK/Proyek Bobbin, nilai rupiah diisi sesuai dengan nilai nominal

yang festera pada faktur pajak tersebut.

2 PPN masukan { Formulir 1195 - B1 ) dan Formuliv ( 1195 - B4))

2. PPN masnkan dapat dikreditkan ( Formulir 1195 - Bl ) atas
pembelian barang / jasa dari rekanan, angka dicantumkan adalah
fiasil himpunan yang telah dibuat dan FP lembar ke 1 asli dikirim ke
kandir ( Lampiran berupa FP Standar )

b. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan ( formulir 1195 - B1 ),
tata cara pengisiannya sama dengan angka 2.a { lampiran dapat

berupa nota dan faktur pajak ).
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IL A.{ Formulir 1195 - A1) Model KP PPN 1.1.1.95

a. Masa Pajak : Ditulis bulan saat masa laporan
b. Nama PKP - PT. Perkebunan Nusantara X (Persero),
NPWP : 1.061,130.9.605
c. NP PKP . 605.02877.06.96, tanggal pengukuhan PKP 20.06.96
Nomor . adalah nomor urut faktur pajak

Nomor seri . adalah seri pajak pada FP yang dibuat oleh
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
misal ; CIJSS 605.0000001

Tanggal . adalah tanggal saat pembuatan TP
PPN ( RP ) . nilai nominal yang tertulis pada FP
PPnBM : nilai ( apabila tidak ada transaksi )
B.( Formulir 1195 - Bl YModel KP PPN 1.1.4.95
a. Masa Pajak . ditulis bulan saat masa laporan
b. Nama PK? . PT. Perkebunan Nusantara X (Persero),
NPWP 11.061.130.9.605

c. NPPKP - §05.02877.06.96 tgl pengukuhan PKP 20.06.96.

Nomor : adalah nomor urut

Bila jumlah rekanan yang akan ditulis cukup banyak maka, yang
ditulis pada formulir 1195 - Bl hanya jumlah Rp hasil himpunan
yang telah dibuat dengan penambahan tulisan-tulisan terlampir.
C.( Formulir B4 ) Model KT PPN 1.1.7.95)
Tata cara pengisian sebagaimana pada tormulir 1195 - Bl dan lampiran

dapat bernpa kuitansi, nota atau Faktur Pajak.

4.6 Kekurangan - kekurangan yang Harus Dibenahi

Dalam pasal 12 ayat 2 UU PPN tahun 1984 diatur bahwa atas
permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak, Direktur Jendral Pajak dapat
menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. Penjelasan
dari pasal ini adalah Dirjen Pajak sebelum memberikan keputusannya perlu

mengadakan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa.
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1. Kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak
antuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih
tempat kegiatan usaha. |

2. Administrasi pembelian, penjualan dan kenangan lainnya diselenggarakan

secara terpusat pada satu atan lebih tempat kegiatan usaha.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sukardji( 1998 : 54 ) sebagaiberikut:
« Bordasarkan pasal 12 ayat (2 ) UU PPN 1984 pra revisi Direktorat
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1. Contoh pajak dipungut setelah harga dikurangi diskon.

O h
)BT MENSA BINASUKSES ol

P, RATR hnicesy SR et NO. =i ey b Ay
Vot ;:“ 1, P i Al | P VoA KEPADAY{TH.: - g
0 IR R U T 3 r SR W sl dilisg = A0 & B Bl et

P \ Tgl. SP \ Tgl. Faktur Tgl. Jatuh Tempo 1

\ \ 23/\2/ 1974 471271999 J b n 1,061 .130.9-608

Harga Satuan POTONGAN Jumlah Netlc

Ll O (rupiah) (rupiah) (rupiah)

Kuantum

e

i ‘.!:_:iv.g_‘ g LY - 3100 "- 5 3j oan 3 Slo £ ”343C
lede  nakzEnil R g 250 Ha deE By Jod 7,00 b 1 ?D~2CE‘ 36.{9 5{?-635
AULCA ULEENAN RS I ) M 300 be 4 I%GUUO -'ri.%OO ‘!7"5,20('

_

ERasis? D30 BRGNS 02T Beyon: dapesd ¢ KR wiard baEer o TOTAL.1 335. ¢
- POT. TULIAI -

rases 2nep polub deizpes rilu, S2abiian reluz CelEren heies hweplek == PPN 10% B.5%
METERA!

TR L~ G0S-0) a0 Theel + L ferr | TOTAL2 38,915
PERHATIAN : .

Penerima : 1. Faklur asli merupakan bukli pembayaran yang sah. Hormal kami,

2. Pembayaran dengan cek/giro atay surat berharga,
dianggap lunas setelah divangkan.

3. Pembayaran dengan cek/giro harus alas nama
P.T. MENSA BINASUKSES, bLila lidak menjad:
resiko pembayar.

Av L 15T AR LERTH

(R ) JRNTSIFERG A (.
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....................................................

PI. PERKEBUNAN HUSANTARA X (PERSERO) | ___________

LAPORAN_HARI&N Subakt ! Hoftgl LKE ; 99.2952/29-1%-15%

R3P. JEHBER 'Diterina dari : MENSA BIHA SUKSES, PIT ' Ho, §P ¢ 99.12110
H; Bedadung 7 Jeaber 'Penering ‘ Tanggal 5P : 22-12-1999
Ho.Kode | Nama Bahan/Barang ! Satuan | Banyak yo | Pevs sesud | Karga | JUALAY ¢ i kon
Bahan/Barang | ' ' Diterisa ) pener. ini | satuan | HARGR :
S L PSS D TR L T e UL L LS LRI
1320,00,04,106¢  KETWICOL TAB A8 180,00 180.00 £50.00 J&'UEO 3,510
320.00.04.1706  TRANSAXIN CAP ChP 100.00 300,00 102,00 14,100 5,910
320 00,04,178%  ULCERANIN TH] AKP 20,00 20.00 £,000.00 160,000 4,800
-q .................................................................................................................................
M7 200 11,820
14:33:51 T0TAL 355,3c0
JEHBER, 29 Desecber maf
Sepela Gudang
2. Contoh pajak dipungut sebelum harga dikurangi diskon
X 5
‘ il
M, PERREGuiwi aU3AHiARA X (PERSERD) | LAPORAN _HARIAN GUGARE ' No/Tg) LHG : 99.2557/30-12-119)
5P, JEMBER \Diteriea dari : TEKPO, PT | Ko, P 9912118
11, Bedadung 2 Jerber Penering i Tanggal 3P @ 22-17-1999
Ho.Kode | Nara Sahan/Barang ! Satuan | Banyak yg | Pers sesud | Harga | JUMLAR ) tiska
Jahan/Barang | A 'oDiteriza | pener. ini ! satvan ,  HARCA '
120,00,04.1076  HUCOPECT TAB 1AB 300.00 300,00 975.00 '*9?,%9 5,80 =
292,500 5,350
4:30:21 TOTAL 2K, 430
) JEKEER, 30 Deseaber 1999 ¢ ¢
N ) i,
W A ——
ERSERD) - /\,
Kepala Gudany
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RTNOR/TIAYISGT

PBK RS
PBAK SONICPUAN AT ARGSNT
HEAD OFFICE : JAKARTA

GEDUNG BINA MULIA I
JL. H.R. RASUNA SAID KAV, 11

DELIVERY ORDER

KCPADA YTH. :
i,"r {11 A0 5 ¢ sll | ¥

RS

i‘:.l.‘hUUHb &

SAANTELS O 5 7Y
JERUER
NOWOR DIO
TANGGAL
CODE QUTLE”
341064

JATUH TEMPG TGL
SYARAT PEMBAYARAN

G
(e

No..7320519

S us61A0 20 U

R e Y i
FUSTI0 S0

7641780 0

R ECTI. Y

CODE/SALESMAN fU170 :
71319 272022001 meL ;o
KODE NAMA BARANG IQUANTHY'HARGNUNH BRUTO DISCOUNT \ NETTO
S051200 {UCHPCET T 160738 .00 ei | 107,20 321,700 321,750
LI120/94062 s uROES 7t
pg?‘%q UTAL NETTU 321,150 7
]ﬁsc}f\ Al ILUNE DISC 2000 2 6,435 -
) JrLal ¥ETT 315, 319
\ 1'1
|
TIGN BATUS LINA BCLAS KIS TXGA BATUS LTMN LULAS &8 |
C.‘:; » "‘i'/‘//.!’.»/"-“ .‘::,;,
BARANG DlTEl:{IrJ‘IA Y BARANGC DIKIRIM PEMBELI JUMUHBRUTD 321,750
TANGGAL TAMDA TANGAN | TANGGAL S OAA GUDANG €OLES SUPEPVISORBA SPLCIAL DISSOUNT g
' JL STL.SPCLISC 321, THO
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Potongan harge 2% dati jumlah netto Kp. 321.750 = Rp. 6.435

Tadijumlah harga yan; dibayar oleh Rumah Sakit adalab

Rp.321.750 - Rp. 6.485 = Rp. 315.315

Oari daftar ini tidak dapat dikeiahui besar PPN masukan sehingga
menyulitkan pencatatan harga persediaan barsng. Dalam perhitungan
haiga dasar barang peiugas gudang harus mengurangi harga beli
Rp. 321.750 dengan PPN 10% yaitu Rp. 321.750 x180/110 = Rp. 292.500
PPN masukan Rp. 29.250 diskon Kp. 292 500 = Rp. 5.850.

Hal ini jelas menguniungkan pabrikan besar farmasi karena pemungut

harus mengambil pajak dari hargajual pabrikan.

47 Alternatit Pemecahan M asalah

o

Dari fakta yang ada dalam perusahaan, penulis dapat memahami
bahwa sebagai perusaligan BUMN yang iaat pajak menginginkan
melaksanakan kewajiban secara penult dibidang perpajakan khususnya Pajak
Portambahan Nilai baik dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak masukan
maupun pajak Keluaran secara langsung kepada kantor pelayanan pajak
sekaligus dapat mengetahui adanys kurang bayar atau lebih bayar serta
dapai memperoieh hak kompensasi dan restitusi aias lebih bayarnya. Selama
ini pemungutan PPN berdasarkan SE Dirjen Pajak No. SE-02 / Pi3 [ 1985
tanggal 25 Januari 1985 { Seri PPN - 23 ) dan nomor SE -21 / P 3/ 1985
tanggal 14 - 3 - 85 ( Sen PPN - 36 ). Sébagai suatu unit yang memiliki NPPKY
dengan satu tempat pemusatan pada Direksi Surabaye, Rumah Sakit tidak
berhak menerbitkan faktur pajak kelnaran sedangkan Rumah Sakit
melakukan kegiatan penyerahan BKP dan pembelian BKP. Pelaksanaan
pemungulan PPN didasarkan pada pemusatan satu tempat memberikan saln
konsekuensi yuridis bahwa pengukuhan PKP dilakukan terhadap tempat
usaha atan kantor pusat yang ditentukan sebagai tempat pajak terutang
dengan demikian penerbitan fakiur pajak, pemungutan pajak, pembukuan /
pencatatan, pelapozen Lewaiiban perpajakan adalah kewajiban kantor pusat

sedangkan kanlor unit lidak diperolehkan menerbitkan {faktur pajak.
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Pamecalian masalah menurutl penulis yang diharapkan sebagai
masukan baik untuk instansi PT, Perkebunan Nusantara X (Persero) maupun
instansi departemen keuangen direktorat Jendral pajak untuk menetapkan
suatu peraturan yang mengatur lenfang pajak keluaran dari penyerahan
barang kena jasa oleh unit / cabang, agar kanior cabang dapat melakukan
kewajiban perpajakan secars penuh, Selama belum diterbitkan peraturan
pelaksana tentang pasal 12 ayat{ 2 )UU PPN tahun 1984 sebagaimana telah
diubah dalam UL Ne. 11 th 1994 pasal 12 ayat ( 2 ) yang menimbulkan
kerancuan pengertian atas pemusaian tempat pajak terutang dan segaia
kewajibannya. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan
Lanlor upit / cabang yang melaknkan penyerahan BKP dan JKP dapat
melakukan pemungutan pajak keluar kepada wajib pajak lainnya. Penulis
juga berpendapat agar selama peraturan pelaksana belum diterbitkan
hendaknya ada transparansi dari pelaporan pajak bulanan oleh masing-
masing unit / cabang. Adanya feed back dari Kantor Direksi dalam hal
pelaksanaan kewajiban perpajakan kiiususnya PPN berupa bukii penerimaan
laporan pajak bulanan yang disertsi dengan perhitungan kurang bayar atau
febih bayar yang dapat digunakan sebagai dasar pembukuan intern kantoy
cabang dan bukti memorial jika pelaksanaan restitusi dan kompensasi hanya
dapat dilakukan oleh kantox pusat saja. Maka fungsi pemungut bagi Rumakh
Gakit PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember selain memungut pajak
masukan atas pembelian BKP dan atau JKP juga berkewajiban memungut
pajak yang terutang atas penyerehian BKP dan atan JKP, Pajak terutang atas
penyerahan BKP / JKP kepada pemungut PPN dipungut pada saat
pembayaran. Seharusnya Rumah Sakit berhak memungut pajak keluaran dari
penyerzhan DKI disam ping dipungut afas pembelian BKP.

Permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit sebagai pemungut atas
transaksi pembelian kepada pedagang besar farmasi sering kali dihadapkan
pada perbedaan tata cara pemungutan pajak masukan yaitu ada pabrikan
yang menetapkan besarnya pajak sesudah harga jual dikurangi potongan
harga, tetapi adapula yang menetapkan pajak masukan sebelum harga
dipotong disken penjualan, Halini tentu szja merepotkan pihak Rumah Sakit

sebapai pemungnt karena pemungut harus lebih  teliti dalam
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mengklasitikasikan seliap tvansaksi, Seharusnya untuk transaksi pembeiian
BKP, {aktur pajak standar harus dibuat berdasarkan aturan yang ditetapkan
Direktorat Jendral Pajak yaitu narge jual dikurangl potengan dan biaya
merupakan dasar pengenaan pajak yang dikalikan tarit PPN 16%.

Dari contoh transaksi PT. Tempo ferdapat mekanisme pemotongan
pajek leshadap haiga jual yang salali selingga berdasar izansaksi tersebud
PT. Tempeo memyperoleh keuntungan dari menaikkan harga jual yang
ditambah pajak jika pemungul tidak teliti hal imi dapat menimbulkan
pengenaan pajak dus kali, Maka uniuk mengantpasinya bagian gudang
menghitung harga jusl dari PT. Tempo dikurangi 104/110. Dengan demikian
penelapan haIga jual uniuk Rumah Sakit dapat berkurang dari harga
PT. Tempo schingga secara tidak langsung merugikan Rumah Sakit dan
diperoleh hargs dasar yang samé.

Solusi terbaik menurut penulis, selain menegur pabrikan obai atas
pembuatan fakiur pajak standar, juga harus, melaporkan kepada kanior
pelayanan pajak agar kantor pelayaman pajak memberlakukan fakiur pajak
standar sesuai dengan peraturan yiang berlaku, Selama ini telah dilakukan
peringatan oieh Rnm ah Sakit sebagai pemungnt pajak sehingga fial ini tetap
berlangsung, padahal jika Rumah Sakit tidak membeli pada PT. Tempo
Rumah Sakit tidak akan memperoleh obat-obatan Yarena hanya PT. Tempo
sebagai salah salunya produsen obat-obatan terfentu yang diperlukan oleh
Rumah Sakit, Jadi pengisian fakiur pajak standar oleh PT. Tempo tidak sesual
dengan aturan perpajekan yang berlakn, Pengenaan diskon setelah pajak
dapat merugikan pemungut. Tindakan terbaik yang harus dilakukan agar
hubungan {ransaksi aniaza pabrikan obat dengan pemungui tetap baik yaitn
pemungul harus memperingatkan kepada pabrikan obat sebagai rekanan
untuk mencantumkan besarnya pajak masukan yang dipungut dan jika
memungkinkan merubah bentuk faktur sesuai dengan fakiur pajak standar
yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak agar terdapat keseragaman pemungutan
pajak. Jika dari tindakan peringatan tersebut masih belum dipatuhi oleh
pabrikan maka pemungut harus mengajukan permohonan kepada Dirjen
Pajak untuk memperingatkan pabrikan cbat tersebut untuk mengubah faktur

pajak standarnya. Menurut conioh dialas pemungut harus membual
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perhitungan tersendini agay harga jual kepada konsumen sebelum pajak sama
dengan harga jual pedagang besar farmasi sehingga besarnya pajak yang
pemungut sama dengan pajek terutang dalam herga jual Hal ini merugikan
pemungut olah kavena itu solusi yang terbaik mengubal bentuk faktur pajak

melalui kesepakatan bersama.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa data studi kepustakaan yang
penulis kemukakan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerghan barang kena pejak
yang dilaknkan oieh pengnsaha kena pajak kepada pemungnt Rumah Sakit
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) jember cukup baik. Astinya
berdasarkan faktur pajak standar, harga jual merupakan dasar pengendan
pajak dengan memotong sebesar tarif PPN 10 %. Jika terdapat pengenaan
pejak yang dimasukkan kedalam hargs jual maka harus dikurangi dengen
100/110 dari harga jual, agar diperoleh harga dasar obat yang sama, karena
penentuan harga obat yang dijual kepada konsumen adalah harga setelah
pajak.

Keseragaman pembuatan faktur pajak akan memudahkan perhitungan
harga pekok suatu bareng sehingga bagian gudang dapat membukukan
dengan tepat. Peneninan faktur pajak standar ini juga memerinkan suatun
kerjasama antara pemungut dan kantor pajak untuk menentukan dan
menertibkan pembuatan faktur pajak standart. Keseragaman faktur pajak
juga akan memudahkan pembukuan/pencatatan serta perhitungan pajak
masukan,

Rerdasarkan pembukuan/pencataian seluruh  iransaksi  dapal
diketahiui berapakah besarnya pejak masukan yang dipungut serta pajak
Yeluaran dari penyerahan barang kena pajak yang dilakukasn Rumah Sakit.
Tetapi karena Rumah Sakit tidak berhak menerbitkan faktur pajak maka
tidak seluruh kewajiban perpajakan dibidang PPN dapat dilaksanakan.
Penerbitan laktur pajak hanya dilakukan oleh kantor pusat/Kantor Direksi,
dengan demikian pihak Rumah Sakit hanya melaporkan jumlah pajak
masukkan dan pajak keluaran tanpa mengetahui apakah dari pelaporan

tersebut menghasilkan kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
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Pelaporan selalu dilaksanakan tepat wakiu sesuai yang ditetapkan
sehingga Rumah Sakit tidak pernah menerima sanksi administrasi baik itu
denda, kenaikan jumiah pajak maupun bunga. Begitu pula dengan pelaporan
ke Direksi tidak pernah terlambat yaitu setiap 3¢ bulan berikutnya, melalui
laporan pajak bulaman. Kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam
pemunguian pajak haius disslesaikan antara wajib pajek, pemungul dan
kantor pelayanan pajak. Adanya ketentuan perundang-undangan maupun
peraturan pelaksana lainnya dihharapkan mampu menjembatani kepentingen
yang berbeda antara pemungui dan pengusaha kema pajak. Diharapkan
kantor cabang /unit dapat menerbitkan {akiur pajak standar tersendini dalam
rangka melakugkan penyeralian/ penjualan barang kena pajak atau jasa kena
pajak kepada pengusaha kena pajak yang memiliki Nomeor Pokok

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

5.2. Ssran-Seran
Dari apa vyang telah dikemukakan dalam permasalahan  dan
pembaliasan, kiranya dapat dizjukan saran saran yang menurut penulis
dapat membantu mengatasi permasaiahan, yaitn
> Pemusatan pajak terulang pada kanter Direksi mempunyai beberapa
dampek vang cukup dirasakan oleh kantor cabang. Dalam pemunguian
pajak, Pemungul hanya berhak uniuk menghitung dan mengkoreksi
pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak standar dari PKF,
kemudian menyeter dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak.
Sedangkan untuk penyerahan barany kena pajak kepada PKP lainnya
tidak dapat diterbitkan fakiur pajak. Hal i melandasi penulis untuk
menyarankan bahwa kantoy pusal/direksi harus lebih melakukan
transparansi atas pelaporan pajak yang dilakukan oleh kantor cabang. Hin
sentraliasi ataw pemusatan pajak terutang yang mempunyai konsekwensi
yuridis bahwa kantor pusat adalah tempat pelaksanaan kewajiban
perpajakan yang harus melaporkan kewajiban pajak pertambahan nilai
kepada Kanlor Pelayan Pajak tempat badan usaha terdaflar etau memiliki
NPPKP. Pemusatan pajak terutang tidak perlu menjadilan kantor cabang

tidak dapat mengetahul berapakah besar pajek terutang atan lebih bayar.
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Sedanipkan unink pelaporan paiak bulanan, juga disertakan faklui pajek

yang diterbitkan selain datts

(ri:]
-
(=

pajak keluaran dan PPrBM formulir 11¥5
Al, daftar pajak masukan yeng dapat dikreditkan formuibir 1195 B4, Hal
ini mernpakan plonomi yang diajnkan oleh pmmiis aniuk Rumah Sakii
PT. Perkebuman X jember serla adanya umpan balik dari Kanter Direksi
antik masukan perkizaan pajak Rumah Sakil dalam rekening korainnyd
vang  menjidi dasar pembuatan bukt memorial  tern
gertuahaanﬂ*{umah Sakit.

Perbedasan pengenaan pajak atas harga juai/harga iransaksi dari pabrikamn
besar farmasi cukup merepotkan pihak Rumah Sakit sebagai pemungut
dalam rangka menghitung dap membutuhkan wansaksi tersebul serii
penetapan harga jual obat pada konsumen akhir, jika salah menentukan
harga pokok aken m enyebabkan harga jual menjadi lebih tinggl maka
laba basar dan pajak besar dan begiiu pula sebaiikaya. Maka berdasarkan
delivery order seria faktur pajak standar dan buktl transaksi iainnya,
pemungu! harus teliti dalam pengklarifikasian transaki dan dasar
pengenaan pajak yaitu mencari nilai pajak lerutang dengan formula
166/110 x hasil pengurangan harga jual dengan disken. ial ini juga
menuniui kinerja bagian perpajakan dan pembukuan uniuk lebih
memahami dan mengerli sexta melaksanakan ketentuan perpajakan
Lhususnya PIN yang memilild banyak peraturan dan ketentuan yang
bersifat dinamis. Dalam undang-undang telah ditetapkan pajak dipotong
dari havga jnai dikarangi diskon, Keseragaman faktur pajak  akan
e perraudak pembukoan dan pencatatan yang langsung didasarkan
pada iakioy pajak standar yang ada tanpa ada peugurangan sebesar
e/ 10 dari hargs ransaksi oleh bagian gudang. Selain itu untuk
pengusaha yang tidak menggunakan faktur pajsk standar harus tetap
dipungni meiain hukli pembayaran yang bepiaky, Sehingga pemnnguian
pajak akan lebib testib lagi bila terjadi keseragaman pengenaan faking
pajak standat, yang menjadi dasas pemunguian pajak masukan terhadap

pedagang nasal farmasi. MHal ini jugs ekl

kan kepatuhan dan
ketpatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan khususnya dibidang

Patak Pevtambaiian Niiai,
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ARTENEN KEUANGAN RM&&&B’O&}@QSHOF U
 DIREKTORAT. JENDERAL PAJAK y niversitas Jembei

KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER
JL.K.H.WAHID HASYIM No.1 JEMBER

wr : 5=305/WJ.09/KI.19/1989. | o Jenem, A1 JEL1A3689

npiran : 3 (tiga) - : e Kepada '
rihal E Penjelasan mengenail beberapa : Yth. 1 Sdr Kepala KP Bondow:so dan

"~ hal dglam hubungan pemungutan/ e Banyuwang:.

penyetofan/pelaporan Pajal Per- 2.Sdr.Pimpinan EUMN/BUMD_(U.p.

tambaheh Nilai (PPN), Pajak Pen~ ' T, «Dirclktur Keuangénl.
jualan atas Barang Meweh (PPn.BM), ' 3,8dr.Pimpinan Benk Pemerintah

Pajak Penghasilan (PPh) dan lain- | ' : g

dsn Dank Pembangunan Da-
latn. = ‘eral. '
: 4.Sar.Kabag.K3uangan Penefintah
Daergh lingkat IT.
-5 Sdr. Para Beadaharawan Pemerin-
tah Pusat/Daerah
- didalam w;layah Kabupa:en Jember,
Bondowcso, Banyuwﬁngi ¢an Siltu-
bondo. .

!

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan maka'bersama'l
ind disampalkan dengan hormat beberapa penaelasnn perihel tersehut pada
ekok surat sebaga1 berilut:

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena chak ‘kerada
a, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) IR ¢ A
" b, Baden Usaha Milik Negara dan Dacrah (BUMN/BUMND)
¢c. Bank ;emcrintah dan Bank Pembangunan Daerah
& Pemerlntah Pusat/Daerah (bailk instansi Slpll dan ABRI) texhutang
PPN, Disamping itu terhutang pula PPn. BM dalam hal yang meny rahkan

barang mewah adalah Pabrikan atau Importir dars barrang mewah tersebut

2. Instans;/Badan-Badan dlraksud dietas yang mene*ima penyerahaa barang

kena paaak/aasa kena paaak, wajlb memungut PPN./PPn,BM yang terhutang.

3, Saat Pemungutannya adalah pada saat dllakukan pembayaran ataq harga
harang/aasa kena paaak. Dalam hal pcmbayaran baik sevaglan raupgn
seluruhnya dilalkulkan sebelum penyerahan barang/jasa liena pa;jak,maka

PPN/PPn,BM wajib dipungut puda ‘saat dllakukan pemba,qran dimxka.

4, Pembayaran yang berjumlah tidak meleblhl 1.500.000, - (termaﬂuk PPN/
2Pn. BM) sepanjang tidak merupakan pembayaran terpec~nwpecah texhu-
' tang PPN/PPn,BM, a kan tetapl tidak perlu dlpungut karena al:an disesor .

“tor seﬁdiri oléh yang menjual/menjerahkan barang atau jesa J:ena pajal.

5. Dalam hal pembayaran berjumlah lebih Rpe SQ0.000,— (termasulc PPN/PPn

T e N & o & o T '\-'lNT
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Lontoh I v “Contoh 32.. Contoh 3

Harge baremgs o W #501d001 1Y Univgssi@as' Je mien:000:- =)
PPN terhutang " '45.000,- xx) ."f 46,000,~ . " * 40,000,
PPn.Bl (tarip 20%) M e , W e ., ™. 80,000,-
Jumleh = - ' 1.495.000,= 19.506,000,- ©° 1,520,000,
Dipungut L Ci(eddel) oy (va) o (ya)

X) penyerahan barang mewah. , L5 1 g i WA

b &

xx) alan disetor sendirl oleh PKP/Rekanan/Pedagang yang bersangkutan.

" ‘6.

Atas PPN/PPn BM yang telah dipungut wajlb disetor pada Kentor Kas
Negara/Bank Persepsx/Kantor Pos dan Giro terdekat 9aling 1ambat
hari kesepuluh bulan berikutnya, ‘misalnya : PPN/PPn.BM dipungut

 dalam bulan Juni 1989, harus dlsetor ‘paling lambat tanggal 10 Jull

1989 dengan mempergunakan SSP atas nama PKP/ReLananﬂPedagang yang

. menyerahkan barang/aasa kena paaak.

Te

PPN/PPn.BM yang'telah disetor tersebut dlatas, wajib‘dilaporkaﬁ
kepada Kantor Pelayanan Pajalk Jember paling lambat hari kedupplibh
(atau dalam misal yaitu, tanggal 20 Jull 1989) " dengan memperpunakan

'-bentuk laporan seperti contoh terlamplr gesuai peruntukannye me-

sing - masing. Untul kemudahan dalam penata usahaan dan pengawasan

. nya dimohon agar NPWE (Pamungut) dicantumkan didalam uaporaﬁ/Surat

CgR

9.

Pengantar tersebut,

Ketentuan mengenai saat pembuatan Faktur Pajal, Surat'Setbran Pa-

jalk (SSP), saat pemungutan, penyetoran dan, pel.aporan PPN/PPn.BM

telah diatur tata caranya dalam Surat Keputusan Menterl Keuangan -
R,I. tanggal 23 Desember 1988 No.1287/KMK 04/1988 (imtuk para Ben-
daharawan) 3 Nomor 1288/KMK 04/1988 (untuk KPW)- omor 1289/KMK.04/
/1988 (untuk Badan—Badan tertentu) yuncto Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak tanggal 28 Desember- 1988 No. s&-46/Pu.3/19sa.
e —

Mohon . ketentuan - ketentuan tersebut dlpahaml kalirat demi kallmat

sehingga tidak teraadl penylmpangan. fe

Khusus pada Lamplran Surat Keputusan No.1289/KMK 04/1988 kémung—
kinen masih terdapat kesalahan Ketilk yaLtu pada angka romavi IIT

_tentang tata cara pelaporan,ttertulis t

- "dalam rangkap 3 (tmga)“ seharusnya "dalam rangkap dua ().

- “pada hari kesepuluh”'seharunya “pada hari kedua puluh”.
el hsl At S e o

Tata cara -pelaporan s ebagaimana dxmaksud dalam Keputusan Menterl .
Keuangan R.I. Nomox .1287/KMK 04/1988 diataes, dlbarlakukan juga
un’bul Bendaharawan Pemerlntah Daerah. Khusus untAK Bendaharawan

Pemerintah Daerah dlwaalbkan menyampalkan 1a:qra1 dengan m3nggu-,

. nakan formulir "Laporan Pemungutan Sty T/PPn.EM” yang dlbuam ddlam

rangkap, 3 (tiga) :

‘Lembar lke-1-: dllamplrl Faltur Paaak 1embar ce=3 untuk'Kantcr

Pelayanan Pajaks. . . | ”\ .
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10,

e T
( 'T FINYIN\ O | ¢ |
STLO NI\/& o 10]

iLembar ke- 3 untuk arslp Bendaharawan yang bersangkutan.'f [

i
Dengan Surat Edaran Dlrektur Jenderal Paaak No. SE 22/PJ, 3/1989

tanggal 20 Mel 1989 antara lain ditentukan bahwa dalam hal Bank

'Pemsrintah atau Bank Pembangunan Daerah bertindak sebagai “Kaalr“

_‘dari Bendaharawan Pemerlntah maka Faktur Pajak éan Surat Setoran

114

PaJak dlteruskan ke Banlk yang bersangkutan melalui Bendaharawan.

iYang dlwaalbkan untulc memungut menyetor dan melapor adalah Eank

yang bersangkutan.

.v

Pada kesempatan lni perlu dlkemukakan bahwa sebagai Pemungut Pa-

- jek wajib pula oy T o T N Bt W “‘!

ai memungut/memotong ‘Pajak Penghasmlan (PPh Pasal 21) atas pcmba-

- yaran dalam bentuk apapun baik. atas beban APBN dan APBD m&upun g

beban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-~
Undang No,7 ‘Tahun 1983 yang Petunauk Pemotongannya telah di- -
atur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Su-23/

PJ. 23/1988 Tanggal 13 Mei 1988 kemudian’ disetor paling. lambat
tanggal 10 bulan‘berikutnya. ' " . '

f'b. memungut PPh. Pasal 22 atas belanja barang (khusus beban A}BN

o
dan APBD) sebaglmana dlmaksud dalam Pasal 22 Undanz-Undang

No.T Tahun 1983, kemudxan dlsetor pallng lambat tanggal
bulan berlkutnya. e

Qs memungut/memotong PPh Pasal 23/26 atas pengeluaran lainnya
baik atas beban APDN/APED maupun bebap | Perusahaan sebagimana
dalam Pasal 23/26 Undang-Undang No.? Tahun 983, kemudlan ci-

. setar palmng lambat tanggal 10 bulan berikutnye. '

Gy melapor kepada Kantor Pelayanan Paaak semua Pagak Penghasllan

12

_J(PPH) yan@ telah dlpotong/dlpungut tersebut diatas paling lam-
bat pada hari kedua puluh. Misalnya dipungut/dlpotanp dalam

" bulan Junl 1989 dlsetor pallng lambat tenggal T atau 10 hulan‘
Juli 1989 dan dllaporkan pallng lambat tanggal 20 Juli 19¢9

' dengan mempcrgunakan SSP dan Surat Pemberitahuan Masa/Buluqan
yang telah dltentukan. ,{_'

Dengan Surat Bdaran Dlrektur Jenderal Paaak No. SE~21/PJ .23/ 989

tanggal 19 April 1989 ditegaskan bahwa Bendaharawan anerlntah

dan Bendaharawan Pemerintah Daerah diwaaibkan pula pada setiap

" akhir tahun menglsi dan memasukkan Surat Pemberitahuan PPh.Pasal

. (SPT 1721) kecuall yang semata-mata Bendaharawan Gaji ryarg

tidalk memotong PPh, Pasal 21 lcarena PPh Pasal 21 atas g&;]i tclah-
dipeteng aleh Kantor Perhendaharaan Negara.

'.Kepada Saudara yang belum memillki/mendapatkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 1287 1288 atau 1289 dan zuku Petunauk Ie-‘
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‘e mbu's 8 n :

L A bR - R o ‘
14 Apabila PPH/PPn.BM dan/atau PPh. yang terhutang tldak atau kurang
X dlpungut tidak atau terlambat! disetor pada Kantor Kas Negara s
Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro,. atau tidak/terlambat dilapor—
kan kspada Kantor Pelayanan Paak, dlkenakan sangsl admznlstrasi
berupa ‘denda dan/atau bunga sebesar 2 % sebulan (sebagian dari S .

bulan dlhltung ‘sebulan penuh) atau dapat pula berupa sanksi pidana
gesual dengan ketentuan Undang - Undeng Pajak yang berlaku._

15, Penjelasan lebih lanjut apahila masih diperlukan, dapat d;peroleh
' pada Kantor Pelayanan Paaak Jember telepon 41567 dan 41845 atau

melalui Kantor Penyuluhan Pajak Bondowoso, Banyuwangl dan Si-
‘ tubondo. . P e '

DemlLLan untuk dlmakluml dan atas perhatian Saudara, dlu—
'capkan torima kasxh. ' :

i

oy oy ) %
T R 7 )
PELAYANAN np(_;.\. .
(2

ke

Ye

5,

Te
8.

Yth,Bapak Kakanwil IX Direktorat Jenderal‘rajak Jawa‘Timuf‘
di Surabaya. ‘ ‘ '

Yth Bapak Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur'
.41 Jember, -

3 Yth Bapak Bupati Kepala Daerah Tlngkat II Kabupaten Jember‘

Cal Jember. : - ‘ G g, s e - T
Yth.Bapak Bupati Kepala Daerah Tlnghat II Kabupaten Bondowoso

di Bondowoso.

Yth Bapak Bupati Kepala Daerah Tlnskat II Kabupaten Banyuwangl
cai Banyuwanzi. '
Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sltubondo
di. Sltubondo. ‘ : ' :
Yth Sdr.Kepala Perwalkilan BPKP Kabupaten Jember di, Jember,

Yth.Sdr.Para Kepala Seksi Kantor Pelayanan Paaak Jember dan

Kantor Penyuluhan Paaak Jember, Bondowoso, Banyuwangl dan Situbondo.
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Faktur Fenjualan/
itrak/Order .) r (XE A6

FTAAINTIVIN T VMO

STANDAR

Nomor Seri: 157 KEIC-&HRE~0 G54

NGUSAHA KENA PAJAK
A m a B
amat

R AT

P.W.P.

Pengukuhan PKP
. Penyerahan/Pembayaran®) :

VSLA G WIS L. IS

P

Tanggal :

MBEL| BKP/PENERIMA JKP :
ama :
lamat

WP @ FEE EER) FEEE

5 Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

-

Kuantum

JOOSULLAMER RO TaERLET
A e e 1 2 Al ML,

G B0 KAFLET
PLAasTEDID SYRUE 100
B AL TN LO0O ekl
PR AL SO0 TalklET

==

nlah Harga Jual/Renggantian/Uang: muka/Termijn.").

.urangi potongan harga

urangi uang muka yang telah diterima

sar Pengenaan Pajak

N = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Harga Satuan Harga Jual / Penggantian/
(Rp.) ang muka / Termijn
‘ (Rp.)
o et .
{
%

Coret yang tidak perlu
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DEPARTEMEN KEUANGAN RI
IREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMBIRAN PAJAK KELUARAN i
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

D Masa Pajak

D Pembetulan Masa Pajak ...........oocoeiinenn,

FORMULIR

1195 Al

NAMA P.K.P. :

N.EW.P.

NP PICP.

s

| L

|

1] |CTIET] e et et T T T

o]  Nama Pembeli BKP/ . Pakear Fajok PPN PPn BM *)

1 Penerima JKP A No. Seri Tanceal (Rupiah) (Rupiah)
£E

L 2 3 4 5 6 7

[ Faktur Pajak Sederhana

I Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)

I| Faktr Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN
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LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - |
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

D MNP s s v R R 1y

FORMULIR

1195 Bl

DEPARTEMEN KEUANGAN RI [ T o Wt .
L e L :] Pembetulan Masa Pajak ............ crarnmees 1Dnprn. KB e,
NAMA PK.P. : N.PW.P. :| T 1] Ll 7
I | AL — =l I )
Y DI P == [ I I | I | 1 i Paniislcibi P - I | | I I | |
N.P. PP, | X [ | | I mEme | ‘ 1 | Tgl Pengukuhan PKE g L.j-,,,. Lo
Nama PKP Penjual BKP/ N.PW.P. Fakwr Pajak (PIUD + SSP)/SSP PPN
NO Pc:]'nhm'zJKPfBauk 1)0\‘15;1 ' d;m_ Nomor Ser Fakwr Tyl. Fp/ f[(LI{‘1;|\13 Keterangan *)
Dit. Jen. Bea dan Cukai N.PRK.P, Yjak/Nomor PILD Tel. SSP ‘
| 2 3 4 5 ) 7

| Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM
g yang Lt b ¢ 2

W o —

=5
&

I Lain-lam (Pindabkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)

Jumlah (Pindabkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)

Il Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghiwngan Penghasilian
Neto

1 Davsasalsian Dovoa. WP nat
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LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAYAK MASUIKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Misa PAJHK cuivnnminirmmsssammmmm=sne 195500

FORMULIR

JEPARTEMEN KEUANGAN RI

1195 B4

REKTORAT JENDERAL PAJAK D Pembetulan Masa Pajak oo 19...... K¢-
VAMA PK.P. : N.PW.P. :g T T L—J | 1T ]
P Cp - EE el i el i Tol. Pengukulizm PKP : [ i
WP PP r L | | J m . W | Tal. Pengukulin PKI ‘__J W_IL___; l_.__! ]
. . =) . ; Faktur Pajak

Nama _;)kg Pc:uquD Bl\-lf.‘j M;wp. (PIUD & SPP)/SSP BPK _
9. Pumbunj PfBank R _ Nomor Stri Faktur Tel. FP/ (Rupiuh) Keterungan )

Dit. Jen. Bea dan Cukai N.BPK.P. paiak/Nomor PIUD Tl SSP

2 3 4 5 6 7

Faktur Pajak Scdcerhana

Faktur Pajak Standar
il

/

Jumlah (Pindabkan ke Formulir 1195 hurut F)

'‘ATAN :
el F&2s.

Jiisi “Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP”
sila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
viasukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya 1idak
lipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

jugi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkredutan
"M karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Tanda wngan
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(EMBAR | 1

=

DEPARTEMEN KEUANGAN Ri. | SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

54/
¥/ KANTOR PELAYANAN PAJAK ( S S P ) Untuk Arsip WP

..................................................

1L L e—————————en R me——— L e e
4
AITIAL WP 5 ovooeeeeesosemssesnssssesssssssansssidsbsssasssssasssss soiesbensassaodiiiass onses narnoss trenssnspnsssuesesnansessssss ssbens FNFIRssessasdhestbbebsasiassrenss
........................................................................................................................... Kode Pos rwﬁ [ _”‘L—-_t
ode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP)

e i

isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

toran : | | Masa DTahunan [ | Final [ ]stP DSKPKB [ | skpkBT Tahun

i tanda silang pada kolom yang berkenaan

Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud.

an Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1

l

i tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan.

omor Ketetapan: [ | [ | [ /[ [ [ /[T J/LT 1 J/[ 1]

/sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT.

mla bayaran S
: h Pembay . T ae 1 W WENUR R b SR T | MROS—— 7. || S
i dengan pembayaran rupiah penuh
Diisi dengan huruf
ang Teraan

ra oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Gira/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

VBMNA JBIAB | ...ivsnisimsuivissssnsonsiaissussinonsvpaeasiivineiasigeniaes NAM JBMaE & ..o csrosmeusrimanssess

Yiisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar | :
"ambahan Informasi :

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasl obyek.
Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa Jdan lokas: obyek

DIP.5.1.-98



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN I

KEPADA YTH :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

DI
JEMBER

LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BADAN - BADAN TERTENTU

BULAN :
JUMLAH FAKTUR PPN/PPn.BM YANG DIPUNGUT
URAIAN PAJAK PPN PPn.BM
(TERL_AMPIR) (Rp) (Rp)
BULAN lembar
JUMLAH S.D BULAN LALU lembar
JUMLAH lembar

NPWP : 1.061.130.9.626
Jember,

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN
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[ URUSAN KEUANGAN )

FD-99.011

KEPADA

DIREKSI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
JI. Jembatan Merah No 3 - 5

SURABAYA

Jember, 5 Januari 1999

1.

sap oo~

LAPORAN PAJAK BULAN DESEMBER 1999

PPN KELUARAN (FORMULIR 19985 A1)
PPN Obat
PPN Kakao
PPN Gula Kontrak A (Gula, Karung + Inerbag, Mutu)
PPN Mutu (eks. DO KPB uw/CV. Kencana Harapan)
PPN eks Gula TR 4 % (PPN Mutu)
Jumiah

PPN MASUKAN (EKS PENGADAAN BARANG/JASA)

PPN Masukan yang dapat dikreditkan (formulir 1195 B1)

PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (formulir 1195 B4)
Jumlah

. PPh. BADAN (EKS PENEBUSAN BBM DAN SEWA)

SSP PPh Pasal 22 eks penebusan BBM di Pertamina

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 eks menyewakan harta

kepada Bendaharawan

SSP PPh Pasal 25 eks penjualan harta (tanah/bangunan)
Jumlah

Demikian untuk menjadi makium.

Tertlampir kami sampaikan faktur pajak ( PPN Masukan ) bulan Desember 1999 sebagal berlkut :

....... Lembar = Rp
....... Lembar = Rp
....... Lembar = Rp
....... Lembar = Rp
....... Lembar = Rp
;.- S
445 Lembar = Rp
2 Lembar Rp . -
Rp
....... Lembar = Rp
....... Lembar = Rp
....... Lembar = Rp i -
Rp

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i Lt i =
- -tr"“ﬂ"'"‘”‘ S

e

QLTI n——

RERANAT - A
CENSL BicPAjicp

o UUR TAGIHA
» FARTUR FAlsils
- 5.‘?]’

—_—_—

BEKANAN - [
PENIAL= BRI

y s FARTUIR TASHA

¢ FAKTUR FgAls
» SEF

r'.FH/JrWN &
FEratqL - Hﬁf‘ﬂn(’
o FARTUR TAGIHAIMN
¢ FAKTLR PAlAI<

e {§P

£astl)

1
|
|
i
L)
|
|
i
\

1

Fi'- 3LBR

i
l
i
I
|
|
|

- 3LBK
A%t ).

= PPN NASUIAIN CTUMK AT isskepy 1

CAsLl ) |

i 3LBR

,ﬂw-&gnafﬁ’é’ﬁﬁory UnlverS|tas Jember
= |

RE i MNPIR ¥/ piuice

L

ﬁ;ﬂm Hos. b".' B4

ﬁESEKm LA
SRR VT RANDR

P38 PB/RS/PK
e NPT DATA PRVA
KEMPIITER,
o B1
a) ff(l
1 M ] =
i PEIEEL |21y \PB'VIBELMH
i Ry % 7 Rpe, av, -
L >
 CPpsmea- | oo e
f : ] h2,3.4.5,

CLBACATNT SANMA o

B1

L

DLy
IDFLTENE )

T

KPKEA)
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. Digital Repository Universitas Jember

contott BAGAN ADMIN(ISTRAST
LAR}MN _PAJAK KE KANOTIR ™™

. LAP PTISIIZR)
*;41 PRAK KELUARAN ’
TFORAT a5 AL
RERINAN | | _P6/KBB/PK | PEMINDAH BUKUAN KE KANDIR
BEH CULA : li 1 \\
N 846 . 1l \
o TeMBroKAL l i
I -
=
| 58 |
TP 0aPy FITY 1 L3R l_(_ﬁ'ﬂ_ﬁ -;'/—1-; &KA NAN = s
C‘\d\;‘l
g
<2\ KANDIR, 1
N e e
e It Kt W |
_REKANAN N PG/KE&/PK Ml L LR _/\7 (U PAJAI )
SE'WA . 6UD . ) i
* £
s R Fa N
' : &’
L e N W @3‘/
FPDAR! PTPN 10, LBR 1¢ASLLD U/ RENANAT & /
= v,
N4
; |
‘Q\‘
R
K. \
/ |
REIKANAN l \ /KBB/PK / \
SEWA . RD ll -y : FEMINDAH BUKUAN KE KANDIR
A - 1. |
7 il e T
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PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERD) (I N o 2 L W 7 .

rurat sakIT PERKDBENPR| Repositofs? UnI’vei‘sn“a%ngbér

bayar Kepada:

lamat 5 Jumlah Re . 1.00

v Perkiraan : 110.500 B E I I Fiat Bayar

/BG/Srt.No

c.lawan NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN Jumlah

10 PPN WAPU th.ini. . Rp . 1.00

(Periksa Lampiran)

Jumlah Rp . 1.00

i buat Diperiksa Disetujui Dibayar Kasir Dibukukan FPenerinmna

L AU-9 N
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ERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKFQUNQ&

[ Wa'll f\l

Kas - /X

I_/Iull.al '\

L i = U

N
Tgl

BANK

er

ima dari

a m

a t

perkiraan : 110.500 B E I I

Jumlah
Fiat Terima

[Rp.

0.0?J

‘BG/Srt.No
Lawan NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN Jumlah
L0 PPN WAPU th.ini. Rp . 0.00
(Periksa Lampiran)
X
Jumlah Rp. 0.00‘

res s ]

buat

Diperiksa Disetujui

Dibukukan

Diterima Oleh Kasir

AU-6

i
o

¥
N

N L
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P

[ B AN B S S AR TR

(RET R RSN LA B \ -t -
{PFR"I’R"} TR IR T e B } Jambar j 1 -January 2000
RUMAL G&KT* PIRIUT BUNAN ; :
A~ Jember——
Hama dan alamat leveransin ‘yarafjtempagsgﬁnyc-n”nn
Franco qudang PTPM L0 (Parsers)
NPT MIRART UTAMNA F Aumah Sakit Perkebinan
A DARHD KAl T 37 SURARAVA
Waktu Penveranan:
larga satuan SP ini adalan sesual dengar salambat-lambatnya satu mingd!
M (anli) yvang sudah diisi dan dikembalikan surat pesanan diterima
apada kami rasp.suirat penawaran SAUGATA - e

Pembayaran

Syarat =
jatalah Barang diterim

a dengan

dYapgumuman lelang No. baik.
wngan ini diminta untuk menyediakan bahan/barang dgn syarat seperti tersbut pada 5F ind
Jumlan Kekutuhan Obat -Obatan Harga Satuan t Jumlah -laiaa
Tahan/Rarang
5% T A ASTRTHG 6,150,080 615,003.00
: Ty 1o e SRR
RN 10 % UL,JCJ OJ
J s L@ n ﬁ?ﬁ;”mu;ﬁ
1
i
i
,/"ﬁ?»{oﬁrr Pangalola
/ '__,/" ;( iy b
Dra.kusumaningrum.apt
Ho.S5IK : 5826/8
/ o .
P4
SYARAT -SYARAT LATH BT PORKEQUHAR NUSANTARS X (Pra"tﬂ
' RUMAH SAKTT PCRKUBURAN
Lhangsi denda kelambatan penyerakan bavang 0.5% setiaphari Kalender dari yang
teriaavat Kepala
2 Dabanfbarang tersebut akan diperiksa pada waklu diseradkan
3 Mahan/barang tersebut jika tidak sesuai dengan uraian tebais/perincian diatas -y
akan dikeavalikan atas biava saudara
$.0iks sebagian dari bahan/barang tersebut sd.batas waktu diatas belua juga
Biszrabkan aaka %asi berhak uatuk membelinya dari leveransir lain sedangkan arg. KUNTADT
wit selisih harga diatas harga sdr adalak wenjadi tanggunean saviar
¢ tesudah baban/barang tersehut diterisa dengan baik, supaya aengajukan aula | Disetujul
debet/faktur dalas dua ganda (Rampa Kwitansi, uEugaﬁ sencantuaian nosor/
tanggal 59 iai) deagan disertal tindasan 3P ini dan bukti penverahar ;surat
peagantar bahan/barang asti (kwitansi baru diserahkan kasit khusus bila kai

bayar tunai

\ Tanda
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UNIVEROITAS JENMDRER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI'D“HFPERPAJAKAN

JI. Kallmantan - Kampus legalboto, lelp, (0331) 335580 - 431342, bax, (0331) 331342 Jembe~ 88121

surnt Tugus

Ny oo ﬁo?/ i B 0 S L T Ol A e B
ehan VFabkultas Umu  Sesial daw limu Potitik Universitas Jember

mentgashor Kepada nama-nama di bawah ini

No | Nama Nio T keterangan ;
e s e — . —
1| Nevita Lkasari L 97-1033 |

Hntuk menpgikuti Yrogram \quuﬂug di Kantor Rumah Sakit PT. Nusaptara X
Fember selama 10 satu ) bulan ferhitung  sejalc tanggal 1 Januar,
campal dengan 1 Februavi 2060, '

Selama melaksauahan hepiatan mapang diwajibhan mengilkuti ta‘a tortid
dan disiplin kerja vang beviaku di Kantor Rumah Sakit PT. Nusantara X
Jember.

Demikian surat  tugas  ini  dibuat  untuk ditaksanakan  sebaguimana

semeslinya.

Tatnur Haryoernoe

NLP. 130 351 992

sl e bogsacs
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PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

JI. Bedadung 2 Jember 68118
Telepon (0331) 487226, 487104, 485912 Fax. (0331) 485912

SURAT - KETERANGAN
No.:002/KET/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Rumah Sakit Perkebunan
PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) menerangan bahwa nama :

Nama : Novita Ekasari

NIM : 970903101033

Fakultas . Ilmu Sosial & Politik
Universitas Jember

Jurusan : DI Perpajakan.

Telah selesai melaksanakan magang di Rumah Sakit Perkebunan PT.Perkebunan
Nusantara X (Persero) mulai tanggal 3 Januari 2000 sampai dengan tanggal 5 Pebruari
2000..Kami sampaikan terima kasih selama yang bersangkutan melaksanakan maga di
Rumah Sakit Perkebunan,semoga pengetahuan yang diperoleh selama magang di Rumah
Sakit Perkebunan akan dapat menyumbangkan bagi berkembanganya ilmu pengetahuan
pada umumnya dan ilmu perpajakan pada khsusnya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
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9.

DAFTAR REVISI

Halaman judul : tahun 1999 dihilangkan

Halaman Moito : mengganti motio yang memiliki sumber

Halaman Kata Penganiar : item 2 dan 3 dijadikan satu, no 7 dihilangkan
dap ditambalikan Jdosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Setiap bab penulisan ditambah dengan kata-kata BAB

Halan;an 4 : Tnjuan dan Kegunaan dipisahkan

Bab II Metode Penelitian ditambah Tahap persiapan dan Amnalise
penaiikan kesimpulan dala

Halaman 22 : ditulis Sumber data

Halaman 31: penjelasan no. 1 potengan harga daiam rapiah

Rp. 398080 x3 % x5

Halaman Saran : antuk kompensasi dan restitusi rumah sakit dihilangkan

18, Daftar Pusiaka : dinrutkan sesuai abjad
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